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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Klining Service di Rumah Sakit
Handayani, tempat kediaman di Kecamatan
Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara,
dengan memilih domisili pada alamat email
yunifrasiska2892@gmail.com, sebagai
Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di
Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11
November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Ktbm,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa, pada tanggal 01 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/05/11/2013, tertanggal 03 Febru ari
2014;

2. Bahwa, setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal
di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kotabumi Ilir selama 3 tahun,
kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rejosari
selama 3 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di
Kelurahan Kotabumi llir sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai dua
orang anak yang bernama;

- ANAK |, lahir 25 Juni 2013, umur 9 tahun;
- ANAK I, lahir 24 November 2017, umur 5 tahun;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak Tahun
2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai
goyah, disebabkan karena:

- Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat semenjak di pecat
dari pekerjaannya di PT Sinar Laut;

- Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
kepada Penggugat disetiap keributan;

5. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat
sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada
awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua
belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin
bertambah jadi;

6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
pada tanggal 05 Oktober tahun 2022 disebabkan Penggugat ingin
meminta uang untuk kebutuhan anak, tetapi Tergugat marah dan
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mengatakan tidak punya uang sehingga Penggugat dengan Tergugat
bertengkar dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah
orang tuanya yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan
Tergugat dan pulang ke rumah orangtua nya di Kelurahan Rejosari
sedangkan Tergugat, masih tinggal diumah orang tuanya di Kelurahan
Kotabumi Ilir;

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
jalan musyawarah namun tidak berhasil;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat merasa
tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga sehingga Penggugat
dan Tergugat berkesimpulan satu - satunya jalan keluar yang terbaik
bagi Penggugat adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT)

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat

lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Azis,
S.Sy.) tanggal 21 November 2022, ternyata mediasi berhasil mencapai

kesepakatan sebagian sebagai berikut:
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Pasal 1
Bahwa selama masa perkawinan Pihak | dan Pihak Il telah mempunyai 2
(dua) orang anak yang bernama:
a. ANAK I, umur 9 tahun;
b. ANAK II, umur 5 tahun;

Pasal 2
Bahwa Pihak | dan Pihak Il sepakat untuk hak asuh anak (Hadhanah) ke dua
anak bemama ANAK |, umur 9 tahun dan ANAK II, umur 5 tahun diberikan
kepada Pihak Il selaku ayahnya sampai anak tersebut dewasa;

Pasal 3
Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturrahim) antara
anak-anak dengan ibunya, maka Pihak | selaku ibunya berhak
sewaktu-waktu dapat bertemu (serta mendidik anak sepanjang tidak
mengganggu kepentingan anak. Dan pula apabila Pihak | selaku ibu
menghendaki untuk mengajak anak-anak tersebut untuk berlibur, rekreasi,
atau kemana saja (menyenangkan anak-anak) yang dikehendaki Pihak I,
Pihak Il tidak keberatan dengan catatan Pihak | memberitahukan atau
mengkonfirmasi terlebih dulu;

Pasal 4
Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam
pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 5
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan
Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, maka Kesepakatan Perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan
jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan
perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan ini tidak berdaku
jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia

rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara
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Pasal 6
Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama
Kotabumi di tanggung oleh Pihak I.

Bahwa meskipun mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian,
Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar
kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah mediasi Tergugat tidak pemah hadir di persidangan
dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa
hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan
relaas panggilan Nomor 977/Pdt,G/2022/PA.Ktbm tanggal 24 November
2022 dan 1 Desember 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK
1803025606940001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Lampung Utara tanggal 29 November 2017, bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/05/11/2013 yang dikeluarkan
oleh KUA Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara tanggal
03 Februan 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, (Bukti P2);

B. Saksi:
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1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kotabumi, Kabupaten
Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah
pada tanggal 01 Mei 2013 di KUA Kecamatan Kotabumi
Kabupaten Lampung Utara ;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi
kurang lebih sejak akhir tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering
terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung
perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak satu kali, dan
mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi
nafkah terhadap Penggugat, Tergugat berhenti kerja dari pabrik
kurang lebih sejak satu tahun yang lalu, kebutuhan sehari-hari
dicukupi oleh orang tua Tergugat, selain itu Tergugat sering
cemburu tanpa alasan yang jelas, saksi pemah melihat Tergugat
memukul Penggugat secara langsung satu kali saat Penggugat
dan Tergugat di rumah saksi;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak bulan Oktober 2022, Penggugat pulang ke
rumah saksi karena diusir oleh Tergugat sampai dengan
sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya
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masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban
sebagai suami isteri;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik
bercerai;

2. SAKSI Il umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kotabumi, Kabupaten
Lampung Uta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

— Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan
memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;

— Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Mei 2013 di
KUA Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;

— Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

— Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang
mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah
rumah sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan
sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat
tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi
menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami
isteri;

— Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung
perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak satu kali, dan

mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
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— Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselishan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena
Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah
terhadap Penggugat, Penggugatlah yang bekerja sendiri untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu saksi pemah
melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat;

— Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

— Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah
tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya
dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam
proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian
tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah
diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
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Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,
maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal
tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang
pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan
alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya
tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat
tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301
RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma dan mengikat (volledig en
bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat
formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah
dengan Tergugat pada tanggal 01 Mei 2013, relevan dengan dalil yang
hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil,
maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat
dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Mei 2013,
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hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Masriyah binti Nahwandi dan Saimah binti Muali, keduanya telah
memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri
oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling
bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian
para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi

2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah
pada tanggal 01 Mei 2013 di KUA Kecamatan Kotabumi Kabupaten
Lampung Utara ;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020
hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi
nafkah terhadap Penggugat dan juga Tergugat pernah melakukan
kekerasan fisik terhadap Penggugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 dan
selama itu pula keduanya tidak pemah berkumpul lagi dan tidak

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan N0.977/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat
dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun
dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang sah;

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage
breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel
baar tweespalt);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu
perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat

mengkonstituir sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi,
maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif
Pengadilan Agama Kotabumi;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan
belum pernah terjadi perceraian menumut hukum dan
perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka
masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk
mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini
(persona standi in judicio), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut
Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap
bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini
menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari
Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim
sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab
Al-lgna juz Il halaman 133 yag dijadikan sebagai pendapat Majelis

sebagai berikut;

Aih (Gl ade glh L g3l A g3l A aae 230 13l
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Artinya: ‘Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap
suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak
(suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt), sehingga
tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah,
warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana
dimaksudkan al Quran Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak
terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih
besar dari pada manfaainya, padahal menolak mafsadat diutamakan

daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah;

rdiaall la Ao Atk auldall ¢ )

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil
kebaikan”

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu
perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sesuai
Pasal 149 (1) Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat

telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul), dan
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berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan
Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap
Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf ¢, Kompilasi Hukum Islam,
majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak
satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat
hukum dari talak satu ba'’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat
hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;
Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat
telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh
anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dalam mediasi
bahwa hak asuh anak bemama ANAK |, umur 9 tahun dan ANAK Il, umur 5
tahun, diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, namun demikian
Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sesuai tidaknya kesepakatan

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, hak pengasuhan anak baik
diberikan kepada ibu atau ayahnya adalah semata-mata demi kepentingan
terbaik anak sebagaimana ditentukan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35
tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan jika anak
tersebut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Tergugat dan Tergugat
juga tidak mempunyai halangan untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai
kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka kedua anak bernama ANAK I,
umur 9 tahun dan ANAK Il, umur 5 tahun, ditetapkan berada di bawah
hadhanah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga menyepakati
bahwa meskipun anak-anak tersebut telah ditetapkan di bawah hadhanah
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Tergugat, namun Tergugat sesuai janjinya harus memberikan akses
seluas-luasnya kepada Penggugat untuk memberikan kasih sayang kepada
anak-anaknya demi kepentingan anak-anak tersebut, sebagaimana
diamanahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan
anak dan sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017, jika Tergugat
menghalangi atau tidak memberi akses kepada Penggugat, maka hak
Tergugat sebagai pemegang hadhanah anak dapat dicabut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang—Undang Hukum Perdata
dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah
SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

3 g8ty 1 g 50 1 gial ) Lgal b
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian
(yang telah kalian buat) itu...”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, suatu
perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua
pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan
cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik,
karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk menaati kesepakatan
tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada

Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang
pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama
ANAK I, umur 9 tahun dan ANAK II, umur 5 tahun berada di bawah
pengasuhan Tergugat;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Nadia

Rufaidah,S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif

Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

tanggal 11 November 2022, putusan tersebut diucapkan secara elektronik
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi olen Hakim Anggota yang sama dan dibantu
oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
secara elektronik di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Muhammad Ridho, S.Sy. Nadia Rufaidah,S.H.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I
Panitera Pengganti

Nilawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses . Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp225.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan N0.977/Pdt.G/2022/PA.Ktbm
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